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Industri pionir di persimpangan. Fasilitas diskon pajok penghasilan korporasi berbentuk fax holiday yang tersaji sejak
berpuluh-puluh warsa silom, terancam fak lagi tersedia lantaran pemangku kebijakan hingga kini belum memberikan kepasfian.
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Pemberian Fasilitas

Pengurangan Pajak

Penghasilan Badan,
pavung hukum fax holiday
mdustri pionir, berakhir pada
pekan ini, tepatnva 8 Oktober
2024,

Dengan demikian, per 9
Oklober 2024 pelaku indusiri
pionir lak lagi bisa mengaju-
kan pemanfaatan diskon jumbo
Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Persoalannya, hingga saal ini
pemerniah belum memberkan
sinyal perpanjangan fasilitas
vang sejatinva amal krusial itu.
Faktanya, industr pionir me-
rupakan salah satu soko guru
manuiakiur dalam menjawab
tantangan demdustrialisasi.

Indusin pionir, adalah aldivi-
fas manuiakiur vang memiliki
keterkaitan luas, member nilai
tambah dan ekstemnalitas linggi,
memperkenalkan teknologi
baru, serta memiliki nilai strate-
gis bagi perekonomian.

Mengacu pada Peraturan
Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) No, 7/2020
tentang Rincian Badan Usaha
dan Jeniz Produksi Industri
Pionir serta Tata Cara Pemberi-
an Fasilitas Pengurangan Pajak
Penghasilan Badan, ada
18 bidang usaha pionir
vang hisa memanfaat-
kan tax holiday. (Lifat
infografik).

Bukannva tanpa alas-
an pemerintah masih
mengganiung masa
depan tax holiday
industri pionir. Berda-
sarkan informasi yang
diperoleh Bisnis dan
orang dekal oloritas
fiskal, ada dua aral

vang mendasari tark ulumya
perpanjangan lersebut.

Pertarna, benturan tax holiday
dengan konsensus imternasio-
nal mengenai pajak minimum
global atau global minimem
tx, yang mewajibkan seluruh
vurisdiksi untuk tidak mengo-
bral diskon PPh Badan.

Dalam konteks ini, terjadi
perbedaan pendapal antara Ke-
mentenan Investasi/BKPM dan
Kemenlerian Penindustrian vang
pro insentif, dengan Kemen-
lerian Keuangan vang meno-
lak adanya perpanjangan tax
holiday lantaran berseberangan
dengan konsensus global.

Kedua, perdebatan
soal desain ulang
skema serla cakupan
ndusin pionir vang
berhak menerima fa-
silitas lersebul. Soal
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ini, pemeriniah pun lagi-lagi
lerpecah.

Kementerian Perindustrian
dan BKPM meminta adanva
pelonggaran, sedangkan Ke-
menlerian Keuangan mengusul-
kan pengetatan untuk menjaga
efeklivitas insenlif.

Saal dihubungi Bisnis, Staf
Ahli Menteri Kepangan Bidang
Kepatuhan Pajak Yon Arsal,
menyampaikan keberlanjutan
pemberian fasilitas diskon PPh
Badan industr pionir masih
dalam pembahasan lintas ke
menterian dan lembaga (K/L)
terkail.

“Saal ini sedang dilakukan
pembahasan bersama K/L ter-
kait,” katanya.

Akan telapi, dia tidak menje-
laskan secara lerperinci menge-
nai rencana perubahan dalam
skema tersebul.

NONFISKAL

Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airangga Harlar-
to, menyampaikan bahwa peme-
nntah akan terus membenkan
perhatian ulama untuk menark
investasi industri pionir ke da-
lam negeri, haik melalui insentif
fiskal maupun nonfiskal.

Menunitnva, upaya itu perha di-
lalukan mengingal banyak negam
vang herfdomba-lomba menggelar

korporasi swasta agar
bersedia membenamkan

mveslasi industri pionir.
“Indonesia tidak chip
in di capital, sehingga
kila hanva bisa membe-
rikan tax holiday atau

tax incentive, kemudahan, dan
sebagainya. MNegara lain lebih
agresif,” katanya.

Komitmen pemernintah uniok
mendukung eksistensi industn
pionir tak perlu diragukan.
Hanya saja, sejauh ini masih
belum ada penegasan soal
masa depan tax holiday khusus
indusiri pelopor.

Kalangan pelaku industn pun
mendesak pemerintah untuk
terus membuka keran stimulus.
Alih-alih mendesain ulang tax
holiday, pebisnis justru berha-
rap stimulus vang dikucurkan
lebihi deras.
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Kontribusi Industri
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Kami akan coba agar
bagaimana aturan
itu tetap berjalan
demi mendorong
keberlangsungan
investasi.

Biofarmasi dan Bahan Baku
Obat {AB30) FX Sudirman,
menekankan insentif tax
holiday vang saat ini berlakn
kurang atraktif untuk memacu
investasi, sehab belum sesuai
dengan labiat industri farmasi.

SYARAT PENGAJUAN

Menuruinya, persvaratan
dalam pengajuan tax holiday
perlu diubah agar sejalan de-
ngan kemampuan industri, uta-
manya perihal batasan minimal
inveslasi. Sebab ada beberapa
industi pionir inovatif vang
tidak memerlukan investasi
besar pada lahap awal.

Selain itu juga soal jangka
waktu insentif. Menuruinva,
bagi investor industri bahan
baku uvlama farmasi vang
berniat menggelontorkan Rp500
miliar—Rpl triliun, insentif fmy
holiday selama 5 lahun terbi-
lang kurang menarik.

“Kalau mvestasi sebesar itu,
selidaknya perlu waktu 3—4
tahun uniuk mulai berpro-
duksi. Kalau bisa lebih lama.”
katanva.

Senada, Sekretaris Jenderal Ca-
bungan Industd Alat Mobil dan
Molor (CIAMM) Rachmad Basu-
ki, menekankan kendati seldor

komponen olomotif termasuk
industn pionir, beberapa persya-
ratan mengajukan tay holiday
lerbilang beral serla kumng sesu-
ai dengan kondisi terkini.

Di antaranva batas mini-
mal inveslasi, jumlah lenaga
kerja, dan kewajiban peneri-
ma vang harus perusahaan
baru. “Syaratnya masih berat,”
keluhnya.

Sekretaris Jenderal Cabungan
Pengusaha Elektronik {Cabel)
Daniel Suhardiman, menekan-
kan bahwa upaya mengem-
bangkan industri komponen
elektronik lak bisa hanva
mengandalkan insentif

perpajakan.

Menumil Daniel, pemerintah
perlu memiliki pola pikir teguh
untuk memperkuat industno
produk jadi elekironika, lanlas
mengembangkan industri
komponen vang sesuai dengan
karakleristik dan kelersediaan
bahan baku dari dalam negeri.

Merespons keluhan pelaku
industri itu, Kementerian Perin-
dustrian befanji uniuk me-
nyampaikan masukan lersebul
kepada oloritas fiskal.

Dirjen Industii Agro Kemen-
terian Perindustrian Putu Juli
Ardika, mengatakan instan-
si lersebul berprinsip masih
berdunya insentif fiskal seperti
diskon pajak korporasi hingga
100%: tetap berlanjul, sebagai-
mana pandangan Kemenlerian
Investasi/BKIM.

Menuruinya, pemeriniah
sedang mengupavakan keber-
lanjutan perlakuan fiskal vang
mengacu kepada peraturan
vang kadalowarsa pada 8 Oklo-
ber 2024 itu.

“Kami akan coba agar hagai-
mana aturan itu tetap berjalan
demi mendorong keberlang-
sungan invesiasi,” kata Putu.

Sementara itu, kalangan eko-
nom menyayangkan apabila pe-
merintah tidak memperpanjang
skema tax holiday tersebutl.
Pasalmya, hal itu kontrapro-
duktii dengan misi pemangku
kebijakan vang lengah mendo-
rong penghiliran.

Kepala Center of Industry,
Trade, and Investment Instilule
for Development of Economics
and Finance (Indef) Andry Sat-
rio Nugroho, menilai PMK No.
130/2020 semestinya diperpan-
jang unluk mendorong hadir-
nva industri baru.

Andy menilai kebijakan msentif
muilak dibutuhkan bagi indusiri

pionir. Sebab dalam jangka pan-
jang investasi itu akan mengha-
dirkan teknologi baru sehingga
manufakiur nasional makin
berberdaya daya saing.
“Konsepnva mengisi pohon
industr, tidak hanva insentif
fiskal juga nonfiskal. Megara
memang masih perlu hadir da-
lam bentuk pemberan insen-
tif fiskal untuk menarik
investasi,”
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